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ABSTRAK
Rielia Darma Bachriani

Tingkat Kesadaran Hukum Bidan Terhadap Keberadaan Partograf
Dalam Praktek Kebidanan Mandiri di Kota Semarang

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang
telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam 9
standar praktik kebidanan, salah satunya adalah dokumentasi asuhan kebidanan
dan berbicara mengenai dokumentasi, dalam praktek kebidanan mengenal
adanya partograf. Partograf adalah catatan grafik kemajuan persalinan untuk
memantau keadaan ibu dan janin. Dengan catatan grafik kemajuan persalinan
yang dibuat dengan benar, maka dihafapkan keadaan-keadaan sult selama
persalinan dapat segera ditangani. Untuksitu, penulis tertarik melakukan kajian
melalui penelitian ini. Adapun tujuaf dar ‘penslitian.ini.adalah untuk mengetahui
tingkat kesadaran huk(m - bidan terhadap keberadaan partogral dan untuk
mengetahui kekuatan hukum partograf sebagai catatan medis dalam praktek
kebidanan mandiri-di Kota Semarang. Sedangkan metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian yuridis sosiotogis secara kualitatif, yaitu dengan data
primer atau lapangan tentang tingkat kesadaran hukum bidan terhadap
keberadaan padograf dalam praktek kebidanan mandir.

Responden yang peneliti pilih di sini adalah Bidan Prakiek Swasta (BFS),
Bidan Defima dan Asisten Bidan atau Bidan Asisten yang mempunyai-Siirat fjin
Bidan maupun Surat ljin Praktik Bidan (SIPB). Peneliti memilih ketiga Kiasifikasi
bidan ini, dikarenakan dalam praktek pejayanan kebidanan, ketiga bidan inilah
yang berperan.dalam memberikan pertolongan persalinan. Dari hasil jawaban
kuesioner dan wawancara terhadap 30 orang raesponden, dapat diketahui bahwa
kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf pada praktek kebidanan
mandiri kota Semarang adalah tinggi sekitar 73,3% dan sedang sekitar 26,7%.
73,3% bidan membuat partograf karena menganggap bahwa partograf
merupakan kebutuhan yang harus ada dan merupakan satu paket datam proses
pertolongan persalinan. Sedangkan yang 26,7% bidan membuat partograf hanya
pada saat akan merujuk pasien maupun hanya pada saat akan membuat laporan
bulanan ke puskesmas. Padahal partogral tu elektif dibuat selama proses
persalinan berlangsung dan tidak-akan ada gunanya jika dibuat setelahnya.

Berkenaan dengan partograf sebagai bagian dari catatan medis yang wajib
dibuat selama proses persalinan dan partograf dapat dikategorikan sebagai
bagian rekam medis yang wajib_dibuat, dalam Pasal 17 Perménkes Nomor 269
tahun 2010 sanksi bagi-e€orang, bidan yang tidak membuatnya ada, begitu juga
dalam Pasal 21 Permenkes Nomor. 149 iahun 2010 yang menyatakan demi
meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat
terhadap segala kemungkinan yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan, dalam
rangka pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik kebidanan dan
pambuatan rekam medis dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran
lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan perizinan baik jtu pencabutan
SIPB secara sementara paling lama 1 tahun ataupun selamanya.

Kata kunci : kesadaran hukum bidan, keberadaan partograf dalam praldek
kebidanan mandiri
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ABSTRACT

Midwife's Legal Awareness of Partograph Making in Autonomous Obstetric
Practices in Semarang

A midwife is a woman who is graduated from an integrated obstetrics education as
regulated by the prevailing regulations. There are 9 (nine) obstetric practice standards and
one of them is about obstetric nursing record. This standard obliges a midwife (0 make a
partograph when she is having a practice. A partograph is a graphic record showing the
child-birth progress in order to monitor the condition of the mother and the child. By
having a record that is correctly accomplished, difficult conditions during child-birth
process could be quickly and easily handled. This matter has led me to do 2 special study
and research on midwife’s awareness dealing'with the legal obligation to make a
partograph. The objective of this study is to know midwife’s legal awareness of the need
of partograph as obstetric nursing.record@mong midwives-having autonomous practices
in Semarang. This study applies social-legal approach based on qualitative method. The
data gathered are both primary and secondary. The respondents consist of midwives
having private practices (BPS), Delina midwives, and midwife assistanes; All of them
have got obstetric license (STB) and obstetric practice license (SIPB). The three midwife
categorization is integtionally chosen'as the subjeet of study because they, as'@ matter of
fact, are midwives providing real community services. Based on the answats of the
Questionnaires and is.deepened by interviews to 30 (thirty) midwives, it can be cancluded
that midwifc's, legal awareness of partograph i8'as follows: 73.3% is highly aware/and
the rest, 26.7%, isimoderately aware. The result of the study shows that 73.3% makes
partograph becaise they think that itis a real need and is.an integral part of the package
of child-birth process. On the other hand, 26.7% makes partograph only when they are to
refer the patients 1o hospital and when they are to make a monthly report to Community
Health Service Centre (Puskesmas). Indeed a partograpl should bc made during the
child-birth process and it will be useless and inefTective if being made after. I

In relation with partograph as an obliged medical record, it should be accomplished
during the child-birth process. According ta article 17 of Health Ministry Regulation
(Permenkes) nr. 269/2010 a midwife who does nol make'a partagraph will besanctioned
by the government. Thisis strengthened by article 21 Permenkis nr. 149/2010.stating that
such a sanction is intended to enhance midwife’s service performance, g6 protect the
patients and to educate the midwife herself. The sanetion will be administrative, that
could be oral admonishment; written admonishment and finally-eould be a revoke of the
midwife’s obstetric practice licenee(SPIB), This revoke eould"B¢ (emporary, that is for
one year at the most, or even c¢ould be forever.

Keywords: midwife’s legal awareness, partograph necessity in autonomous obstetric
practices.



